PEMPROYV PAPUA BARAT SIAPKAN PERGUB
THR DAN GAJI KE-13 ASN
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Sumber: chatgpt

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan segera menerbitkan Peraturan
Gubernur (Pergub) untuk mengatur pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13
bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah diterbitkan Presiden RI. Asisten III
Setda Papua Barat, Otto Parorongan, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan
segera menyusun regulasi agar pencairan tunjangan bagi ASN, termasuk Pegawai dengan
Perjanjian PPPK, TNI, Polri, hakim, dan pensiunan, berjalan lancar sesuai ketentuan.
“Bapak Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan
aparatur negara, pensiunan, dan penerima penerima tunjangan,” ujarnya.

Otto Parorongan memintakan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Agus
Norrodi, segera menyiapkan rancangan Pergub yang akan menjadi pedoman bagi seluruh
instansi di lingkup Pemprov Papua Barat. Dia juga meminta pimpinan organisasi
perangkat daerah (OPD) dan pengelola keuangan daerah agar segera berkoordinasi
dengan BKD terkait persiapan teknis pencairan THR dan gaji ke-13. “Kepala OPD dan
pengelola keuangan perlu berkoordinasi dengan Kepala BKD agar mengatur kapan
tunjangan bisa diberikan dan mudah-mudahan tidak termasuk dalam efisiensi anggaran,”
ucapnya. Selain membahas kebijakan tunjangan ASN, Otto Parorongan juga
menginformasikan bahwa hari ini akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Bappeda terkait penanggulangan kemiskinan serta rapat Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID).

Sumber berita:
Link Papua, “Pemprov Papua Barat Siapkan Pergub THR dan Gaji Ke-13 ASN”,
tanggal 14 Maret 2025.
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Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah, bagian D Belanja Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tambahan
penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,dan/atau pertimbangan objektif
lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada PegawaiASN daerah ditetapkan
dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah,pada:

- bagian D Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja pegawai paling sedikit
berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN,
belanjapenerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil
kepaladaerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah/Jasa layananlainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja
pegawai diuraikan dalamperaturan perundang-undangan.

- bagian O Permintaan Pembayaran, menyatakan bahwa belanja LS adalah belanja
yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun
demikian,pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan
pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa
melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu).

Catatan Berita — UIDIH BPK Perwakilan Papua Barat Tahun 2025



